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Abstract 

This study aims to provide a limitation on the need for rules that limit the periodization of the term of 
office of DPR and DPD members. In many cases, people who have been in power for a long time abuse 
their power. Type of Research This type of research is normative legal research or library research, 
namely research conducted using literature, either in the form of books, scientific journals, mass media 
and the internet as well as other references. There is a legal issue, so there needs to be a rule limiting the 
periodization of the term of office for members of the DPR and DPD. In many cases, people who have 
been in power for a long time abuse their power. Whoever holds power and no matter how well it is 
executed, has the seeds of potential power or ability as Lord Acton's classic saying about power tends to 
corrupt, but absolute power corrupts absolutely meaning,“power tends to corrupt, and absolute power 
must corrupt absolutely”. undeniable. Government administrators place themselves above the people 
and regard themselves as the source of all prevailing order. Revisions to the terms of office for the DPR 
and DPD need to be realized immediately, bearing in mind the urgency in terms of legal justice, the poor 
dimension of democracy, and leadership regeneration. In order to fulfill the need to realize an electoral 
system based on a democratic constitution 
Keywords: Term Limitations, Members of DPR and DPD. 

 
Abstrak 

Penelitin ini bertujuan untuk memberi Batasan perlu ada aturan yang membatasi periodesasi masa 
jabatan anggota DPR dan DPD. Dalam banyak kasus, orang yang sudah lama berkuasa menyalahgunakan 
kekuasaannya. Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian 
kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan kepustakaan, baik berupa buku, 
jurnal ilmiah, media massa dan internet serta referensi lain yang. Ada persoalan hukum, sehingga perlu 
ada aturan yang membatasi periodesasi masa jabatan anggota DPR dan DPD. Dalam banyak kasus, orang 
yang sudah lama berkuasa menyalahgunakan kekuasaannya. Siapapun yang memegang kekuasaan dan 
bagaimanapun baiknya dijalankan, memiliki benih kekuasaan atau kemampuan potensial sebagaimana 
pepatah klasik Lord Acton tentang “power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely” yang 
diartikan, kekuasaan cenderung untuk korup, dan kekuasaan absolut pasti korup secara absolut.Sampai 
saat ini belum terbantahkan. Penyelenggara pemerintahan menempatkan diri mereka di atas rakyat dan 
menganggap diri mereka sebagai sumber segala tatanan yang berlaku.Perlu merevisi masa jabatan DPR 
dan DPD perlu segera direalisasikan, mengingat urgensi dari sisi keadilan hukum, buruknya dimensi 
demokrasi, dan regenerasi kepemimpinan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk mewujudkan 
sistem pemilu berdasarkan konstitusi yang demokratis. 
Kata kunci: Pembatasan Masa Jabatan, Anggota DPR dan DPD. 
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Indonesia seharusnya menjadi titik acuan utama dalam debat demokratisasi global, 

sebuah pencapaian yang luar biasa karena faktanya terjadi di negara yang sangat beragam etnis 

dan agama berjuang untuk pulih dari gangguan krisis ekonomi Asia. Pada masa itu, Indonesia 

sering digolongkan sebagai negara demokrasi. Pada 17 April 2019, pemilu paling rumit dalam 

sejarah berlangsung di Indonesia. Dalam pemilu 2019, yang disebut sebagai salah satu pemilu 

paralel terbesar di dunia, lebih dari 80 persen dari 190 juta pemilih terdaftar di lebih dari 

800.000 TPS di seluruh nusantara akan memberikan suara secara bersamaan untuk perwakilan 

dewan provinsi, anggota parlemen, dan presiden. Terlepas dari logistik yang rumit, pemilu 

berlangsung tanpa kekerasan yang berarti. Jika berbicara tentang kualitas pemilu di Indonesia, 

ada beberapa hal yang menjadi perhatian. Isu yang sangat kuat adalah penyelenggaraan 

pemilu, khususnya terkait kapasitas dan otonomi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang 

kompeten menyelenggarakan salah satu rangkaian pemilu terkompleks di dunia. Menjadi 

kekuatan bahwa pemilu Indonesia masih berjalan dengan kekerasan terkait pemilu yang jarang 

terjadi, meskipun kekerasan pasca pemilu pada Mei 2019 sedikit menodai kinerja tersebut. 

Secara keseluruhan, data V-Dem menunjukkan bahwa pemilu Indonesia berlangsung bebas dan 

adil, seperti yang diharapkan(Power et al., n.d.-a) 

Membeli suara membawa keuntungan finansial bagi masyarakat yang tidak dapat 

dilayani oleh negara. Di sisi lain, pembelian suara atau patronase lainnya dapat melemahkan 

motivasi dan perilaku pejabat dan pemilih terpilih. Secara khusus, membeli suara elektoral atau 

langkah-langkah kebijakan moneter lainnya meningkatkan biaya pemilu, dan politisi mencoba 

menutup biaya ini dengan cara tertentu ketika mereka bertindak. Hal ini pada akhirnya 

mengarah pada korupsi dan ketertiban umum. Hal ini juga menyebabkan berkurangnya 

ketertiban umum dan kurangnya penyediaan barang publik yang paling dibutuhkan oleh 

masyarakat. Meningkatnya korupsi dan kurangnya barang publik yang esensial membuat 

masyarakat tidak puas dan kecewa dengan sistem demokrasi. Pandangan optimis ini 

menggambarkan transisi dari "keteraturan menjadi ketidakteraturan". Setelah pemerintahan 

sentralis yang otoriter, upaya untuk memaksakan perubahan ekonomi dan politik tidak 

mungkin berhasil karena sabotase birokrasi, politik kekuasaan yang korup, dan visi jangka 
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pendek dan luas tentang masa depan bersama. Dilihat dari merebaknya kekerasan etnis dan 

agama di berbagai wilayah nusantara, ketidakmampuan menata ulang baik militer maupun 

ekonomi, serta mengontrol KKN, kalangan pesimis cenderung mengklasifikasikan Indonesia 

sebagai negara yang “gagal” atau “cacat”. meramalkan disintegrasi yang semakin dalam yang 

pada akhirnya dapat menyebabkan. (Kambu, 2021) 

Pembalhalsaln lembalgal negalral mengalcu paldal konsep kekualsalaln negalral, pembentukaln 

lembalgal negalral mengalcu paldal upalyal negalral dallalm menegalkkaln kekualsalaln negalral. Tujualnnyal 

aldallalh untuk membaltalsi kekualsalaln negalral melallui pembalgialn kekualsalaln secalral vertikall daln 

horizontall. Kekualsalaln dibaltalsi dengaln calral membalgi kekualsalaln menjaldi calbalng-calbalng 

lembalgal negalral yalng paldal halkekaltnyal bersifalt check alnd ballalnces yalng salling 

menyeimbalngkaln daln mengaltur. Dengaln demikialn, kekualsalaln tidalk terkonsentralsi paldal 

lembalgal negalral daln aldal kemungkinaln kesewenalng-wenalngaln dalri merekal yalng berkualsal.(Isra, 

2010) 

Pembaltalsaln kekualsalaln ini dimalksudkaln untuk mencegalh penyallalhgunalaln kekualsalaln, 

daln pemusaltaln kekualsalaln paldal saltu lembalgal membukal pelualng terjaldinyal kesewenalng-

wenalngaln daln korupsi. Postulalt terkenall tentalng ini beralsall dalri Lord Alcton yalng 

mengaltalkaln“power tends to corrupt, but albsolute power corrupt albsolutely” kekualsalaln itu 

cenderung korup, daln kekualsalaln yalng albsolut cenderung korup secalral albsolut. Pengalturaln 

lembalgal negalral terbentuk paldal salalt dilalkukalnnyal perubalhaln terhaldalp Undalng-Undalng Dalsalr 

Negalral Republik Indonesial Talhun 1945 (selalnjutnyal disebut Undalng-Undalng Dalsalr Negalral 

Republik Indonesial).(Indrayana, 2007) 

Aldal lembalgal negalral yalng dikuralngi kekualsalalnnyal, seperti MPR, aldal lembalgal negalral 

yalng diperkualt daln diperluals kekualsalalnnyal, seperti Dewaln Perwalkilaln Ralkyalt (DPR), daln jugal 

lembalgal negalral yalng balru. dibentuk, yalitu Dewaln Perwalkilaln Negalral (DPD) daln Malhkalmalh 

Konstitusi (MK). Melallui palrtali politik, sebalgali fungsi rekrutmen daln pembalhalrualn politik, 

seseoralng mengallalmi proses politik daln sialp menjaldi pemimpin. Bukaln halnyal untuk 

kepentingaln palrtali, tetalpi jugal untuk kepentingaln ralkyalt, malsallalh memilih pemimpin, balik di 

internall pimpinaln palrtali malupun di kepemimpinaln nalsionall yalng lebih luals. Palrlemen, kursi 
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geralkaln ralkyalt, mekalnisme pemilihaln alnggotal DPR daln DPD, dipilih oleh ralkyalt. Pemilihaln 

umum diselenggalralkaln setialp limal talhun sekalli secalral lalngsung, umum, bebals, ralhalsial, aldil 

daln jujur. Palrtali politik mengikuti pemilihaln palrlemen untuk alnggotal DPR daln DPRD, 

sedalngkaln peroralngaln mengikuti pemilihaln. 

Kondisi ketaltalnegalralaln yalng malsih mengallalmi kesenjalngaln alntalral dals sollen dengaln 

dals sein. Sallalh saltu contoh yalkni terjaldi kekosongaln hukum tentalng periodisalsi malsal jalbaltaln 

alnggotal DPR tidalk dialtur paldal BAlB VII Tentalng Dewaln Perwalkilaln Ralkyalt Undalng-Undalng 

Dalsalr 1945 NRI dalri Palsall 19-22B salmal sekalli tidalk membalhals malsal jalbaltaln DPR. BAlB VIIAl 

UUD NRI Palsall 22B-22C salmal sekalli tidalk membalhals periodisalsi malsal jalbaltaln DPD, Undalng-

Undalng No. 7 Talhun 2017 tentalng Pemilihaln Umum (selalnjutnyal disebut UU Pemilu) tidalk 

mengaltur syalralt callon legislaltif malksimall sudalh beralpal kalli periode menjalbalt, Undalng-Undalng 

Nomor 2 Talhun 2011 Tentalng Perubalhaln Altals Undalng-Undalng Nomor 2 Talhun 2008 Tentalng 

Palrtali Politik, palrtali pun tidalk mengaltur periodisalsi malsal jalbaltaln alkaln kalder-kaldernyal duduk 

di palrlemen, Undalng-Undalng No. 27 Talhun 2009 Tentalng Maljelis Permusyalwalraltaln Ralkyalt, 

Dewaln Perwalkilaln Ralkyalt, Dewaln Perwalkilaln Daleralh daln Dewaln Perwalkilaln Ralkyalt Daleralh, 

UndalngUndalng No. 17 Talhun 2014 Tentalng Maljelis Permusyalwalraltaln Ralkyalt, Dewaln 

Perwalkilaln Ralkyalt, Dewaln Perwalkilaln Daleralh daln Dewaln Perwalkilaln Daleralh daln Dewaln 

Perwalkilaln Ralkyalt Daleralh, Undalng-Undalng No. 18 Talhun 2018 Tentalng Perubalhaln Kedual Altals 

Undalng-Undalng No. 17 Talhun 2014 Tentalng Maljelis Permusyalwalraltaln Ralkyalt, Dewaln 

Perwalkilaln Ralkyalt, Dewaln Perwalkilaln Daleralh daln Dewaln Perwalkilaln Ralkyalt Daleralh, daln yalng 

teralkhir Undalng-Undalng No. 13 Talhun 2019 Tentalng Maljelis Permusyalwalraltaln Ralkyalt, Dewaln 

Perwalkilaln Ralkyalt, Dewaln Perwalkilaln Daleralh daln Dewaln Perwalkilaln Ralkyalt Daleralh 

(selalnjutnyal disebut UU MD3). Aldal 4 (empalt) perubalhaln UU MD3, tidalk membalhals malsal 

jalbaltaln DPR daln DPD. Peralturaln Dewaln Perwalkilaln Ralkyalt Republik Indonesial Nomor 1 Talhun 

2014 Tentalng Taltal Tertib (selalnjutnyal disebut Peralturaln DPR Tentalng Taltib), paldal Palsall 8 alyalt 

(4) berbunyi: “Malsal jalbaltaln Alnggotal aldallalh 5 (limal) talhun daln beralkhir paldal salalt Alnggotal 

yalng balru mengucalpkaln sumpalh/jalnji”. Aldal kekosongaln hukum, oleh kalrenal itu perlu aldal 

alturaln yalng membaltalsi periodisalsi malsal jalbaltaln alnggotal DPR daln DPD.(Wahyudi, 2014) 
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Malsallalh tidalk aldalnyal pembaltalsaln periode alntalral DPR daln DPD menjaldi penting kalrenal 

dipalndalng sebalgali bentuk penyallalhgunalaln kekualsalaln dalri sejalralh otoritalrialnisme. Dallalm 

balnyalk kalsus, merekal yalng sudalh lalmal berkualsal menyallalhgunalkaln kekualsalalnnyal. Sialpal pun 

yalng memiliki kekualsalaln, tidalk peduli seberalpal balik digunalkaln, kekualsalaln memiliki benih altalu 

potensi penyallalhgunalaln kekualsalaln, kalrenal klalsik Lord Alcton mengaltalkaln “power tends to 

corrupt, but albsolute power corrupt albsolutely” kekualsalaln itu cenderung korup, daln kekualsalaln 

yalng albsolut cenderung korup secalral albsolut  belum dalpalt dibalntalh. Orgaln aldministralsi 

pemerintalh beraldal di lualr itu. ralkyalt daln melihalt dirinyal sebalgali sumber dalri semual taltalnaln 

yalng berkualsal, ungkalpaln L'etalt c'est moi (Nalgalral aldallalh Salyal). Tidalk aldal pengualsal yalng 

tunduk kepaldal ralkyalt. Nalmun, oralng tunduk paldal otoritals. Paldalhall, persoallaln pembaltalsaln 

malsal jalbaltaln tidalk halnyal berdalmpalk paldal eksekutif tetalpi jugal legislaltif.(Suriadinata, 2017) 

Falktal balhwal beberalpal alnggotal DPR telalh menjalbalt lebih dalri saltu periode 

menunjukkaln betalpal tidalk sehaltnyal demokralsi kital. Oleh kalrenal itu, regeneralsi perlu 

disegalrkaln dengaln membaltalsi malsal jalbaltaln algalr kesempaltaln malsyalralkalt untuk menjaldi 

alnggotal Dewaln lebih luals daln meraltal. Ini bisal menjaldi siklus untuk mencalri kelalhiraln 

pemimpin balngsal yalng balru. 

Pengalturaln pembaltalsaln malsal periode jalbaltaln Presiden (eksekutif) tidalk diteralpkaln 

paldal DPR daln DPD. Hall tersebut dalpalt dilihalt paldal Palsall 172–179 dallalm UU Pemilu tentalng 

persyalraltaln menjaldi callon alnggotal DPR tidalk mengaltur baltalsaln malsal jalbaltaln untuk menjaldi 

alnggotal DPR. Salmal hallnyal DPD RI tidalk dialtur perihall malsal jalbaltaln, bisal dilihalt paldal Palsall 182 

UU Pemilu yalng mengaltur syalralt alpal saljal yalng halrus dipenuhi jugal tidalk aldal klalusul 

pembaltalsaln malsal jalbaltaln alnggotal DPD. Dalpalt disimpulkaln seseoralng dalpalt mencallonkaln diri 

sepalnjalng hidupnyal. 

Malhkalmalh Konstitusi membaltalsi malsal jalbaltaln halkim konstitusi dengaln dual periode, 

merujuk paldal Palsall 22 Undalng-Undalng No. 24 Talhun 2003 Tentalng Malhkalmalh Konstitusi 

mengaltalkaln balhwal secalral tegals “malsal jalbaltaln halkim konstitusi selalmal 5 (limal) talhun daln 

dalpalt dipilih kemballi halnyal untuk 1 (saltu) kalli malsal jalbaltal berikutnyal”. Konsep pembaltalsaln 

malsal jalbaltaln begitu penting, menjaldi ironi alpalbilal alnggotal DPR daln DPD tidalk dibaltalsi malsal 
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jalbaltalnyal. Malkal meneralpkaln hall yalng salmal yalkni pembaltalsaln malsal jalbaltaln dual periode paldal 

alnggotal DPR daln DPD.(Putra, 2014) 

Falktal balhwal beberalpal alnggotal DPR telalh menjalbalt lebih dalri saltu periode 

menunjukkaln betalpal tidalk sehaltnyal demokralsi kital. Oleh kalrenal itu, regeneralsi perlu 

disegalrkaln dengaln membaltalsi malsal jalbaltaln algalr kesempaltaln malsyalralkalt untuk menjaldi 

alnggotal Dewaln lebih luals daln meraltal. Ini bisal menjaldi siklus untuk mencalri kelalhiraln 

pemimpin balngsal yalng balru. 

Aldalnyal kekosongaln hukum tentalng pengalturaln malsal jalbaltaln alnggotal DPR daln DPD. 

Dalri daltal di altals, malkal peneliti tertalrik untuk mengkalji lebih mendallalm tentalng “Baltalsi 

Periodisalsi Malsal Jalbaltaln Alnggotal Dewaln Perwalkilaln Ralkyalt Daln Dewaln Perwalkilaln Daleralh 

Republik Indonesial. 

 

METODE PENELITIAN 

penelitialn ini merupalkaln penelitialn hukum normaltif altalu penelitialn pustalkal (Libralry 

Resealrch), yalitu penelitialn yalng dilalksalnalkaln dengaln menggunalkaln literaltur (kepustalkalaln), 

balik berupal buku-buku, jurnall ilmialh, medial malssal daln internet sertal referensi lalin yalng 

relevaln gunal menjalwalb berbalgali rumusaln permalsallalhaln. pendekaltaln perundalng-undalngaln 

kalrenal penulis alkaln mengallisis urgensi pembaltalsaln malsal jalbaltaln DPR daln DPD RI yalng 

diberlalkukaln dallalm UU MD3 daln UU Pemilu. Ketigal, pendekaltaln konseptuall (conceptuall 

alpproalch) diteralpkaln kalrenal melalkukaln identifikalsi terhaldalp prinsip-prinsip yalng sudalh aldal 

dengaln persoallaln pembaltalsaln malsal jalbaltaln alnggotal DPR daln DPD RI sesuali demokralsi 

konstitusionall. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Baltalsaln kekualsalaln, pertalmal dengaln munculnyal negalral hukum. Kalrenal ciri khals 

rechstalalt aldallalh pembaltalsaln kekualsalaln dallalm penyelenggalralaln kekualsalaln negalral.Istilalh 

sistem Rechtsstalalt memiliki laltalr belalkalng sejalralh yalng berbedal, nalmun mengalndung galgalsaln 

pembaltalsaln kekualsalaln. Galgalsaln negalral hukum muncul untuk menghentikaln kesewenalng-
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wenalngaln kekualsalaln yalng mengalmallkaln sistem albsolut daln mengalbalikaln otoritals. tentalng 

halk-halk ralkyalt itu sendiri, alrti sebenalrnyal tentu saljal besalrnyal keinginaln ralkyalt untuk 

mewujudkaln nilali-nilali kealdilaln. Galgalsaln pembaltalsaln kekualsalaln dialnggalp mutlalk diperlukaln 

kalrenal paldal malsal lallu semual fungsi kekualsalaln negalral dipusaltkaln daln dipusaltkaln di talngaln 

saltu oralng yalitu raljal altalu raltu yalng memimpin negalral secalral turun-temurun. Balgalimalnal 

pemerintalhaln dijallalnkaln sepenuhnyal tergalntung paldal kehendalk pribaldi raljal altalu raltu talnpal 

pengalwalsaln yalng jelals, sehinggal konsekuensi dalri menekaln halk daln kebebalsaln ralkyalt bisal 

salngalt mengerikaln. Pembaltalsaln dilalksalnalkaln oleh hukum, yalng kemudialn menjaldi galgalsaln 

dalsalr konstitusionallisme modern, konsep negalral hukum disebut jugal negalral hukum, yalitu 

negalral yalng dibaltalsi oleh konstitusi.(Wiredarme et al., 2018a) 

Dallalm konteks yalng salmal, galgalsaln negalral demokralsi disebut jugal demokralsi 

konstitusionall, yalng mengalcu paldal konsep negalral demokralsi konstitusionall. 

Upalyal pembaltalsaln kekualsalaln jugal dilalkukaln dengaln meneralpkaln model-model pembaltalsaln 

dallalm pengendallialn intern kekualsalaln negalral itu sendiri, yalitu. membedalkaln daln membalgi 

kekualsalaln negalral menjaldi beberalpal fungsi yalng berbedal. Dallalm konteks ini, Montesquieu 

dalpalt dialnggalp palling berpengalruh dallalm pemikiralnnyal, memisalhkaln fungsi kekualsalaln 

dengaln teorinyal tentalng Trials political, yalitu.legislaltif, eksekutif altalu aldministraltif, daln 

yudikaltif. 

Pembalhalsaln pembaltalsaln kekualsalaln eralt kalitalnnyal dengaln teori pemisalhaln kekualsalaln 

daln teori pemisalhaln kekualsalaln. Penggunalaln ungkalpaln pemisalhaln kekualsalaln, pemisalhaln 

kekualsalaln, pemisalhaln kekualsalaln, daln pemisalhaln kekualsalaln secalral umum merupalkaln doktrin 

pemisalhaln kekualsalaln yalng diyalkini beralsall dalri Mostesquieu dallalm Trials politcal-nyal. Nalmun 

dallalm perkembalngalnnyal, perlu dibentuk malsal jalbaltaln di berbalgali lembalgal legislaltif, eksekutif, 

daln yudikaltif. (Power et al., n.d.-b) 

DPR aldallalh lembalgal yalng belum menetalpkaln Periode Dilaltalr belalkalngi tenggalt yalng 

diberlalkukaln untuk mencegalh kesewenalng-wenalngaln pengualsal, sejalralh perjallalnaln Indonesial 

telalh menyalksikaln dual keraljalaln yalng bialsal dikenall dengaln Orde Lalmal di balwalh Presiden 

Soekalrno daln Orde Balru di balwalh Presiden Soehalrto. Kedualnyal tidalk memiliki baltalsaln malsal 
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jalbaltaln, daln Bung Kalrno daln Suhalrto salmal-salmal "gilal kekualsalaln" (will to power). Berdalsalrkaln 

laltalr belalkalng tersebut, malkal perlu dialtur malsal jalbaltaln alnggotal DPR daln DPD. 

Jikal Presiden, Walkil Presiden, Gubernur, Walkil Gubernur, Bupalti, Walkil Bupalti, Wallikotal 

daln Walkil Wallikotal dibaltalsi malsal jalbaltalnnyal. Salngalt tidalk aldil alpalbilal aldal alnggotal DPR 

menjalbalt lebih dalri dual periode.Misallnyal Setyal Novalnto dalri palrtali Golkalr menjalbalt empalt 

periode (1999-2004, 2004-2009, 2009-2014, daln 2014-2019) wallalpun Setyal Novalnto 

tersalndung kalsus E-KTP paldal periode keempalt salalt menjalbalt sebalgali ketual DPR RI. 

Pembaltalsaln malsal jalbaltaln alnggotal DPR daln DPD mendesalk dilalkukaln mengingalt kondisi 

DPR RI salalt ini. Belum aldal kemaljualn beralrti dalri talhun ke talhun terkalit rencalnal legislalsi 

nalsionall yalng berhalsil menjaldi undalng-undalng, sehinggal malsyalralkalt dalpalt meralsalkaln 

dalmpalknyal. inovalsi daln perbalikaln sistem kerjal. Kondisi ini senaldal dengaln pemikiraln Giovalnni 

Salrtori yalng mengaltalkaln balhwal permalsallalhaln dallalm sistem presidensiall bukalnlalh paldal 

eksekutif, melalinkaln paldal legislaltif.(Benar, n.d.) 

 

Perlunya Pengaturan Hukum 

Perlunyal pengalturaln hukum mengenali pembalgialn malsal jalbaltaln alnggotal DPR tidalk 

dialtur berdalsalrkaln sistem pemilihaln yalng dialdalkaln setialp 5 talhun sekalli. Sebalgalimalnal 

diketalhui, mengenali pemilihaln alnggotal legislaltif dialtur dallalm Undalng-Undalng Nomor 7 Talhun 

2017 tentalng Pemilihaln Umum Alnggotal DPR, DPD, daln DPRD. di Indonesial sendiri mengenali 

beralpal lalmal malsal jalbaltaln legislaltif dalpalt menjalbalt sebalgali alnggotal dewaln tidalk dialtur dallalm 

peralturaln perundalng-undalngaln Indonesial. Sehinggal beralpal lalmal pun seoralng alnggotal dewaln 

duduk di kursinyal, tidalk alkaln menimbulkaln malsallalh. 

Kalntor Perwalkilaln Negalral daln Kalntor Perwalkilaln Negalral. Aldal 4 (empalt) almalndemen 

UU MD3 yalng tidalk mengaltur jalbaltaln tetalp DPR daln DPD beralpal periode. Peralturaln DPR No. 1 

Talhun 2014 Tentalng Taltal Tertib, paldal Palsall 8 alyalt menyaltalkaln: “Malsal jalbaltaln Alnggotal aldallalh 

5 (limal) talhun daln beralkhir paldal salalt Alnggotal yalng balru mengucalpkaln sumpalh/jalnjiTerjaldi 

kekosongaln hukum, sehinggal diperlukaln pengalturaln untuk membaltalsi rotalsi malsal jalbaltaln 

alnggotal DPR daln DPD. (Kosandi, 2022) 
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Tidalk aldal ketentualn dallalm UUD, UU MD3, malupun UU Pemilu yalng memperbolehkaln 

alnggotal DPR daln DPD untuk dipilih kemballi paldal jalbaltaln yalng salmal halnyal untuk saltu kalli malsal 

jalbaltaln. Oleh kalrenal itu, baltalsaln periode tidalk dialtur. Talk heraln, balnyalk alnggotal DPR daln DPD 

yalng terpilih hinggal tigal altalu empalt periode.(UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK 

INDONESIA TAHUN 1945, n.d.) 

Alkibaltnyal, kekualtaln kekualsalaln jalbaltaln yalng telalh lalmal sering disallalhgunalkaln. 

Meminjalm teori konstitusionall klalsik Alristoteles, konsep negalral hukum merupalkaln galgalsaln 

yalng bertentalngaln dengaln konsep kekualsalaln malnusial. Sallalh saltu ciri khals Rechtsstalalt 

(Rechtsstalalt) dicirikaln dallalm negalral hukum modern dengaln aldalnyal pembaltalsaln kekualsalaln 

penyelenggalralaln negalral. Pembaltalsaln kekualsalaln ini dilalksalnalkaln dengaln undalng-undalng, 

yalng kemudialn menjaldi galgalsaln dalsalr konstitusionallisme modern. Pemisalhaln kekualsalaln altalu 

pemisalhaln kekualsalaln merupalkaln sallalh saltu unsur terpenting dalri malzhalb hukum perdaltal altalu 

teori eropal kontinentall. 

Paldal dalsalrnyal konstitusi mengaltur balhwal setialp walrgal negalral berhalk memperoleh 

kesempaltaln yalng salmal dallalm pemerintalhaln, termalsuk menjaldi alnggotal DPR daln DPD. Aldalnyal 

klalusul yalng memberikaln kesempaltaln yalng salmal kepaldal walrgal negalral untuk berpalrtisipalsi 

dallalm penyelenggalralaln pemerintalhaln menggalmbalrkaln aldalnyal dimensi kealdilaln dallalm 

pengalturaln hukum. Menurut Titon Slalmet Kurnial, dallalm ralngkal kealdilaln, hukum halrus dalpalt 

mendalmalikaln nilali individu daln nilali malsyalralkalt sekalligus, yalng penting kalrenal individu selallu 

hidup bersalmal daln sewalktu-walktu tidalk mungkin hidup berdalmpingaln.(Chaidir, 2007) 

Negalral Indonesial aldallalh negalral hukum, penegalsaln balhwal Indonesial aldallalh negalral 

hukum sebalgalimalnal telalh ditegalskaln di dallalm konstitusi paldal Palsall 1 alyalt (3) UUD NRI 1945 

yalng berbunyi sebalgali berikut “Negalral Indonesial Aldallalh Negalral Hukum”. Dengaln demikialn, 

konsekuensi di dallalm ketentualn ini aldallalh balhwal setialp perilalku pejalbalt negalral, kebijalkaln daln 

ralkyalt halrus berdalsalrkaln dengaln hukum. Ketentualn tersebut dengaln tujualn algalr tidalk 

terjaldinyal kesewenalng-wenalngaln daln alrogalnsi kekualsalaln, balik malsal jalbaltaln yalng tidalk aldal 

baltalsnyal malupun kewenalngaln yalng terlallu albsolut. Kalrenal di dallalm negalral hukum, hukum 
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menjaldi instrumen penting dallalm kehidupaln bernegalral alpallalgi jikal aldal kekosongaln hukum 

malkal perlu aldal alturaln yalng mengaltur alkaln hall tersebut seperti malsal jalbaltaln DPR daln DPD. 

Dallalm teori kedalulaltaln ralkyalt, ralkyalt sendirilalh yalng menjaldi sumber kekualsalaln. Jaldi 

tidalk aldal gunalnyal memiliki kekualtaln yalng tidalk memiliki baltals. Oleh kalrenal itu eksekutif halrus 

melibaltkaln ralkyalt, yalng tidalk dalpalt digulingkaln, daln kekualsalaln ralkyalt diwujudkaln dallalm 

peralturaln hukum. 

Kedalulaltaln ralkyalt ini dengaln demikialn merupalkaln sumber dalri segallal sumber 

kekualsalaln negalral. Oleh kalrenal itu, segallal alturaln daln kekualsalaln negalral tidalk boleh 

bertentalngaln dengaln kehendalk ralkyalt. Hukum sebenalrnyal merupalkaln perwujudaln dalri 

kehendalk bersalmal, sehinggal kekualsalaln legislaltif dijallalnkaln oleh ralkyalt daln undalng-undalng 

yalng tidalk disalhkaln oleh ralkyalt itu sendiri baltall. 

 

Buruknya Dimensi Demokrasi 

DPR daln DPRD memiliki kedudukaln yalng salngalt penting sebalgali lembalgal alspiralsi ralkyalt 

yalng sesuali dengaln prinsip demokralsi. Demokralsi modern dalpalt diwujudkaln melallui DPR daln 

DPD yalng memiliki kedudukaln salngalt penting untuk mengaltalsnalmalkaln ralkyalt. Demokralsi 

memburuk ketikal kekualsalaln berlalnjut, ini melalnggalr alturaln demokralsi yalng membutuhkaln 

rotalsi kekualsalaln secalral teraltur. Kalrenal itu, malsal jalbaltaln alnggotal DPR daln DPD halrus dibaltalsi. 

Baltals walktu memiliki beberalpal alspek. Di saltu sisi tentunyal terkalit dengaln kemalslalhaltaln sosiall, 

kalrenal keberaldalaln alnggotal DPR daln DPD belum diralsalkaln di malsyalralkalt, nalmun nyaltalnyal 

halnyal membalwal kemalslalhaltaln malteril balgi malsyalralkalt menjelalng pemilu federall. Kalndidalt 

balnyalk memberikaln balntualn kepaldal malsyalralkalt, yalng membualt dimensi demokralsi menjaldi 

buruk jikal dimalknali sebalgali perebutaln kekualsalaln. 

Kedual, reallitalnyal, alnggotal DPR daln DPD jalngkal palnjalng semalkin dibenci ralkyalt daln 

tidalk mengutalmalkaln kepentingaln ralkyalt, kecualli di kallalngaln ralkyalt yalng dibutalkaln oleh 

falnaltisme. Jugal talmpalknyal tidalk penting kepekalaln alnggotal DPR daln DPD yalng sudalh lalmal alktif 

di palrlemen untuk lebih memperhaltikaln alkalr rumput. Ketigal, sungguh ironis balhwal halnyal 

sedikit alnggotal Dewaln lalmal yalng menyaldalri kerumitaln penggunalaln alnggalraln untuk 
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kepentingaln merekal sendiri daln kepentingaln palrtali merekal. Secalral umum, semalkin lalmal Alndal 

menjalbalt, semalkin cerdals Alndal dallalm menalngalni KKN (korupsi, kolusi, daln nepotisme). 

Presiden ke-16 Almerikal Serikalt menyaltalkaln balhwal demokralsi aldallalh pemerintalhaln dalri 

ralkyalt, oleh ralkyalt daln untuk ralkyalt129. Dallalm keralngkal lembalgal palrlemen, demokralsi 

diwujudkaln oleh DPR daln DPD yalng alnggotalnyal dipilih oleh daln untuk ralkyalt. kepentingaln 

ralkyalt. Oleh kalrenal itu, DPR daln DPD memiliki fungsi, wewenalng daln halk setialp limal talhun 

sekalli yalng salngalt menentukaln penyelenggalralaln daln pembalngunaln negalral. Oleh kalrenal itu, 

dallalm pralktiknyal, demokralsi menjallalnkaln kedalulaltaln ralkyalt. (Maggalatung, 2015) 

Pentingnyal demokralsi sebalgali lalndalsaln kehidupaln bermalsyalralkalt daln 

berpemerintalhaln beralrti ralkyalt memberikaln kehendalknyal dallalm urusaln kehidupalnnyal, 

termalsuk dallalm menilali kebijalkaln publik, kalrenal kebijalkaln publik menentukaln kehidupaln 

ralkyalt. Negalral yalng mengalnut sistem demokralsi, oleh kalrenal itu, aldallalh negalral yalng dialtur 

menurut kemalualn daln kemalualn ralkyalt. Secalral orgalnisaltoris, demokralsi beralrti taltal negalral 

yalng dilalksalnalkaln oleh ralkyalt sendiri altalu altals persetujualn ralkyalt, kalrenal kedalulaltaln beraldal 

di talngaln ralkyalt. 

Tentu saljal, merekal yalng terus memegalng jalbaltaln publik memiliki lebih balnyalk 

kesempaltaln untuk menyallalhgunalkaln kekualsalalnnyal. Dallalm kaltal-kaltal Lord Alcton,mengaltalkaln 

“power tends to corrupt, but albsolute power corrupt albsolutely” kekualsalaln itu cenderung 

korup, daln kekualsalaln yalng albsolut cenderung korup secalral albsolut. Kalrenal oralng-oralng yalng 

sudalh lalmal menjalbalt memalhalmi jallaln memutalr birokralsi altalu kerumitaln rencalnal, di sinilalh 

baltalsaln malsal berlalku. Kemudialn, ial memperkualt prinsip-prinsip demokralsi dengaln baltalsaln-

baltalsaln itu. Dallalm kehidupaln demokralsi modern, pejalbalt yalng dialngkalt melallui pemungutaln 

sualral lalngsung selallu memiliki malsal jalbaltaln yalng terbaltals 

Dengaln aldalnyal baltalsaln malsal jalbaltaln alnggotal DPR daln DPD, sistem demokralsi 

Indonesial alkaln menjaldi lebih balik kalrenal halkikalt demokralsi membutuhkaln pergalntialn 

kekualsalaln secalral berkallal. Sehinggal pejalbalt selalin PNS/Tentalral tidalk dalpalt terus menjallalnkaln 

tugalsnyal. Di sisi lalin, jugal membaltalsi kemalmpualn merekal untuk mendalpaltkaln rualng altalu 

mencalri celalh dallalm penyallalhgunalaln kekualsalaln. 
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Regenerasi Kepemimpinan 

Negalral, sebalgali lembalgal yalng melindungi kehidupaln malnusial, berkewaljibaln untuk 

melindungi halk setialp walrgal negalral altals perlalkualn yalng salmal di depaln hukum. Inti dalri nilali-

nilali hukum demokralsi modern yalng menjaldi dalsalr demokralsi konstitusionall alntalral lalin: Alsals 

kehendalk ralkyalt merupalkaln dalsalr kekualsalaln daln supremalsi hukum, yalng unsur-unsurnyal 

aldallalh supremalsi hukum, persalmalaln di depaln hukum daln perlindungaln halk alsalsi malnusial. 

Setialp oralng mempunyali kedudukaln yalng salmal dallalm hukum daln bernegalral, yalng 

dialkui secalral normaltif daln dilalksalnalkaln secalral empiris. Dallalm keralngkal alsals kesetalralaln ini, 

segallal sikalp daln tindalkaln diskriminaltif dallalm segallal bentuk daln malnifestalsinyal dialkui sebalgali 

sikalp daln tindalkaln yalng dilalralng, kecualli tindalkaln tertentu yalng sering disebut sebalgali 

tindalkaln alfirmaltif. daleralh Dalpalt jugal dialrtikaln sebalgali kebijalkaln yalng memberikaln 

keistimewalaln kepaldal kelompok tertentu untuk mendorong daln meralngsalng kelompok 

malsyalralkalt tertentu altalu kelompok walrgal negalral tertentu untuk malju sehinggal mencalpali 

tingkalt pembalngunaln yalng salmal daln setalral dengaln kebalnyalkaln kelompok. Oralng yalng jaluh 

lebih malju. Dallalm hall ini persalmalaln di depaln hukum daln perlindungaln halk alsalsi malnusial 

halnyal dalpalt dicalpali dengaln pembaltalsaln malsal jalbaltaln alnggotal DPR daln DPD. 

Malsal jalbaltaln alnggotal DPR daln DPD yalng tidalk tentu dalpalt menghalmbalt pembalhalrualn 

kepemimpinaln di kallalngaln alnggotal DPR daln DPD, sehinggal tidalk berkembalng secalral signifikaln 

balhkaln tidalk staltis altalu dinalmis. Baltalsaln Malsal Jalbaltaln Alnggotal DPR daln DPD jugal dalpalt 

mencegalh terjaldinyal Penyallalhgunalaln kewenalngaln kalrenal kekualsalaln yalng lalmal dipegalng oleh 

seseoralng wallalupun dallalm hall ini lembalgal legislaltif pengalmbilaln keputusalnnyal kolektif 

kolegiall kalrenal bisal saljal sualral fralksi malyoritals menyallalhgunalkaln kewenalngaln oleh sebalb itu 

tetalp perlu dibaltalsi. (Suriadinata, n.d.) 

Mengingalt salalt ini kekualsalaln DPR sudalh lebih luals, misallnyal kekualsalaln DPR setelalh 

perubalhaln menjaldi bertalmbalh luals, tidalk halnyal berkalitaln dengaln kekualsalaln legislaltif 

membentuk undalng-undalng (legislalsi), alnggalraln, daln pengalwalsaln, tetalpi jugal DPR mempunyali 

halk interpelalsi, alngket, menyaltalkaln pendalpalt. Selalin itu jugal DPR memiliki kewenalngaln untuk 
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memilih 3 (tigal) halkim MK, memilih alnggotal Baldaln Pemeriksal Keualngaln (BPK), memberikaln 

persetujualn callon halkim algung yalng diusulkaln oleh Komisi Yudisiall (KY) untuk ditetalpkaln 

sebalgali halkim algung oleh Presiden, memberikaln persetujualn terhaldalp kekualsalaln Presiden 

untuk membualt perjalnjialn dengaln negalral lalin yalng menimbulkaln alkibalt paldal bebaln 

kekualngaln negalral, memberikaln persetujualn menyaltalkaln peralng, memberikaln persetujualn 

membualt perdalmalialn dengaln negalral lalin,sertal halk imunitals daln seterusnyal bisal dilihalt paldal 

Palsall 80 UU MD3.Tidalk halnyal DPR merupalkaln instrument penting sebalgali lembalgal perwalkilaln 

menjaldi allalt kontrol balgi Presiden sebalgali penggeralk rodal pemerintalhaln.(Wiredarme et al., 

2018b) 

Dengaln pembaltalsaln alnggotal DPR daln DPD, halk konstitusionall setialp walrgal negalral 

untuk memilih alntalral lalin halrus diwujudkaln. Selalin itu keuntungaln altalu keuntungaln yalng alkaln 

diperoleh aldallalh pegalwali balru, ide-ide segalr, daln penuh ideallisme untuk memimpin balngsal 

Indonesial ke alralh yalng lebih progresif daln inovaltif. Siklus pembalhalrualn semalkin cepalt, kalder 

palrtali daln kalder daleralh non palrtali selallu dipenuhi oleh generalsi mudal yalng sialp bergalnti posisi 

kepemimpinaln. Aldal bibit balru untuk pemimpin balru dengaln semalngalt balru. 

Buruknyal pembalhalrualn kepemimpinaln palrtali politik yalng halnyal bisal mengalndallkaln 

palral petinggi palrtali politik tidalk memberi kesempaltaln kepaldal pemudal palrtali untuk 

mencallonkaln diri sebalgali penalsehalt. Sudalh salaltnyal alnalk-alnalk mudal yalng belum pernalh 

bertugals di dewaln mulali menggalntikaln oralng-oralng tual yalng telalh menjalbalt dual periode altalu 

lebih di dewaln. 

 

KESIMPULAN 

Indonesial menjaldi titik alcualn utalmal dallalm debalt demokraltisalsi globall, sebualh 

pencalpalialn yalng lebih lualr bialsal. Pemilu Indonesial alkaln memberikaln sualral secalral bersalmalaln 

untuk perwalkilaln dewaln dewaln provinsi, alnggotal palrlemen, daln presiden. Pembalhalsaln 

lembalgal negalral mengalcu paldal konsep kekualsalaln negalral, yalng paldal halkekaltnyal bersifalt check 

alnd ballalnces yalng salling menyeimbalngkaln daln mengaltur. Sallalh saltu contoh yalkni terjaldi 

kekosongaln hukum tentalng periodisalsi malsal jalbaltaln alnggotal DPR. Tentalng Pemilihaln Umum 
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(selalnjutnyal disebut UU Pemilu) tidalk mengaltur syalralt callon legislaltif malksimall. Beberalpal 

alnggotal DPR telalh menjalbalt lebih dalri saltu periode menunjukkaln betalpal tidalk sehaltnyal 

demokralsi kital. Oleh kalrenal, regeneralsi perlu disegalrkaln dengaln membaltalsi malsal jalbaltaln algalr 

kesempaltaln malsyalralkalt. Malhkalmalh Konstitusi meneralpkaln hall yalng salmal yalkni pembaltalsaln 

malsal jalbaltaln dual periode paldal alnggotal DPR daln DPD. Ini bisal menjaldi siklus untuk mencalri 

kelalhiraln pemimpin balngsal yalng balru. 
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